
 

 

 
 

BUPATI TANAH DATAR 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 

        NOMOR 1 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 – 2021  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH DATAR, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 

menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 

2021; 
 

Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25);  

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

 

 

5. Undang … 

SALINAN 



  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2015-2019; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana yang telah dirubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006; 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2008 Nomor 7); 

    

 

12. Peraturan … 



  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 

4 Seri E); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 2 Seri 

E); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Tahun 2017 Nomor 5); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

TAHUN 2016 – 2021. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan Kepala Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

 

6. Perangkat ... 

 



6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 
dalam mencapai tujuan. 

12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, 

yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan 

dan sasaran pembangunan daerah. 

 

Pasal 2 

 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran 

RPJMD Tahun 2016 - 2021. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan 
digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD. 

 

Pasal 3 

 

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN 

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Bab VIII : PENUTUP 

 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

                       

 

Pasal 4… 

 



Pasal  4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Datar. 

 

Ditetapkan di Batusangkar 

pada tanggal 4 Februari 2019 

BUPATI TANAH DATAR, 

 
               ttd. 

 

IRDINANSYAH TARMIZI 
                             

Diundangkan di Batusangkar  

pada tanggal 4 Februari 2019 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR, 

 

ttd. 

 
HARDIMAN 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 1 

 

  
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA. KAB TANAH DATAR, 
 

 

 
JASRINALDI, SH, S.Sos 

NIP.19671130 199202 1 002 

 

 

                                                            
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


